GUBERNUR. KALIM ANTAN B ARAT e

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT?-_._-Q
NOMOR & TAHUN 2023 Ll

TEN’]‘ANG L
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMA’I_‘ TUH_AN YANG' MA’H_A _ESA{I
GUBERNUR KALIMA’MA’N BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka
menmgkatkan moﬂvam

Nomor 22 Tahun 2{}21 sebagalmana telah i
kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur
Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga-;._ﬁ;ta
Gubernur Nomor 22 Tahun 2021; e
b. bahwa dalam’ rangka menyesualka . dengan ; kenm
Perkembanf’an saat’ ini, . . Gub
mengenai tambahan penghasﬂar!ﬁega
Pemerintah Dae:ta.h dxmaksud Lo
penyesuaian; S
c. bahwa berdasarkan perhmbanwa'

Mengingat L

Indonesia ’}‘ahun 1945
2. Undang~Undang Nomoz

Negara: Repubhk Indonema Tahun 2011
Tambahaﬁ Lembaran Negara Repubhk

2022 . tentang Pembenmkan;'
undangan (Lembalan Negar L

Indones1a Nomor 6398}
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10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 200 4 ierl‘tam@f 5 SR

Pemeriksaan Pengeloiaan dan Tanggung Jawab I{euanﬁa

Negara (Lembaran Negara:Republik: Indonesia Tahun 2004 -
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubh}; Indmnesza;l TR

Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun' 2014 tentang APaE‘atur'_'_' fi .
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun = |
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negma Reﬁlibizk-:_{_,f:”

Indonesia Nemor 5494); . _
Undang-Undang = Nomor - 23’ ’Ti‘ahun 2014 tentmlg-*

Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Repubh;{_
Indonesia ’Iahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaraﬁi Sl

Negara Repubhk Indonesia :Nomor 5587} sebagalmana teiah_-_ﬁ' -

beberapa kali diubah dan’ terakhir dengan Undang-Undang '

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Ixm;a;wan Antara

Pemerintah' Pusat dan Pemerintahan - Daerah  (Lembara;
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Ncmf_}r 4
Tambahan Lembaran: Negara Repubhk Indo" esia "Nom@
6757); |

Undang Undang Ncmor 9 ’I‘ahun 2022 tentanw P_l- ___V‘iﬁ%i-:“

Republik Indonesia I\Eomor 6’780) S :
Peraturan Peinerintah . Nomor 11 - Tahun 201’?
Manajemen . Pegawai - Negeri = Slpll (Lembara
Republik Indonesia Tahun 20 17 Nomor 63
Lembaran Negara Repubhk Inei(mesm -?

Pegawai Negen Slpﬂ (Lembaran N&gala Repubhk mdmm@ia;
Tahun 2020 Nomor 68, ’I‘ambahan Lembafaﬁ Negare
Republik Indonesia Nomor 647’?) . __
Peraturan Pemerintah - Nomor - 12 ’I‘ahun 2019 tentangsi
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Nﬂgara Repubh
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, ’I‘ambahaﬂ Leni’b at
Negara Republik Indonesia Nomor 6322) L
Peraturan - Pemerintah - Nomor 94 Tahurl ;.;202:1 temta @
Disiplin Pegawai Negéri Sipil (Lembaran Negara Republil
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan'-l,emb' "a
Negara Republik Indonesia Nomor 6718} SEEaE :

Peraturan Mentem Negara Pendasfaguna

Pedoman Evalua31 Jabatan (Bemta Negara' Repubﬁ_
Indonesia Tahun 2011 Nomor 454); S -

Peraturan Menterz Pendayagunaan Aparatur Negarfa dgm:
Reformasi Birokrasi = Nomor. 39" ‘Tahun 2013
Penetapan - Kelas J abatan - di- ngkungan
Pemerintah (Berita Negara Repubhk Indonema Tah
Nomor 1636}

dan Reformasi BlI‘GkI‘aSl Normor 1 ’I‘ahun 2020 f_en‘i;an
Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban K@rja (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun QOQO ‘Nomor '26) o
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatui_ Neg'
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentan
Pelaksana Pegawai Negerl Sipil - dit ngkungan;g--
Pemerintah (Bérita Negara Repubhk lndorzesza Tahun@@??ﬁ
Nomor 104’?’)

ARG PERANBEAT BAERANR &@3&?@3@! i

FpHIL Cvafmaparga o SRT IR A RS

e




Menetapkan

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. : s S
2. Pemerintah Daerah adalah Gubermnur. sebaga1 unsur. penyelenggara i

pemerintahan daerah yang memimpin pelaks&naan Surusan
pemerintahan yang menjadi kewenangaﬂ daerah vamsz Kahmantaﬁ"--*f

Barat.

14, Peraturan Menteri Dalam Neﬂem Nomor 35 Tahun 2@12}“5-:'

tentang Analisis Jabatan: c‘h ngkungam Iaemen’terzan_:';3_:." -:_: S
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berﬂ:a Neg&m’_{.__:.__'__;_._-j

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483)

15. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 80 Tahun 2@15_;._:}5
tentang Pembentukan Produk ‘Hukum Daerah. (Bﬁ'i a0
Negara Republik Indonesia - Tahun 2015 Nomor 203@);'5_'.' R
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 00
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang: Pembahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 ’}f‘ahun 2015
tentang Pembentukan Produk ‘Hukum Daerah (Em i’%‘:af

Negara Republik Indonesia Tahiun 2018 Nomer 15’?)

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri: Nomor 58 Tahun 2&1@;} .
tentang Mutasi Antar Kabupaten/ Antar Koia Pr a‘vm&n dan’f__'_; R
Antar Provinsi (Berita Negara Repubhk Indanesm Ta}mnf’_

2019 Nomor 1034);

17. Peraturan Menteri Dalam Negem Nomor 84 Tahurz 2@22’-{'_7-_'2_'_-. T
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran- Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Repub}_ﬂe;.-- i

Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negam Name}r 5 s
Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi: (Beum;j_-. i

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor. 39 1) Bt
19, Peraturan Daerah = Nomor 8- ‘I‘ahun 2016 tentang;. L

Pembentukan dan Susunan Pe}:aﬂgkat Daezah Provzm»i-_z_s_;,__
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Prmvmst Kallmanm__ :

diubah beberapa kali dan teraldnr denga:a }?'
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembahem Kecﬁi
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 ‘Tahun 2016 te
Pembentukan dan Susunan’ Pelangkai Daérah Provins
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kahmantaﬁi
Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daemhf;
Provinsi Kalimantan Barat Nomor' 5); lnnn
20. Peraturan Gubernur Kahmantan Bara:i. Nomer ‘?5 Tahum'f
2019 tentang Nilai dan Kelas Jabatan di ngkunaaﬁ

Pemerintah Provinsi Kalimantar Barat (Bemta Daerah

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 75)
sebagaimana telah diubah’ dengan Pm atman Guberny
Nomor 42 Tahun 2021 tentang - Perubahan Atas Peratiirar
Gubernur Nomor 75 Tahun 2019 tentang Nilai dan Kelas
Jabatan di Lingkungan- Pemenntah Provinsi Kahm. rii:a'
Barat (Berita Daerah Provinsi- Kalimantan Barat‘i-_- 'T‘ahm
2021 Nomor 42). : A

MEMUTUSKAN:

. PERATURAN ~ GUBERNUR  TENTANG TAMBAHAN s

PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SH’IL NEGARA

Pasal 1
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10.

11.

12.

13

14.

17.

18.

19.

20.

.Jabatan Pimpinan Tinggi, - yang selangumya chsmgkat JPT adaia

Sekretaris Daerah adalah Seiﬂ*etams Daerah PI‘OVH‘lSl hahmaﬂtan Bara ;
Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah D1 Llnglmngml Pemermtah
Provinsi Kalimantan Barat. = et

Instansi  Pusat adalah kementez jan, Lembaga -

nonkementerian, kesekretariatan lembaga ne gara . dan kesekl etamatanfﬂ'_ R

lembaga nonstruktural.

Instansi Daerah adalah per angkat daerah prevmsl dan p81angka‘t*’-im_:--_-'_:_";-_.j:.';;-._;_f_.z f":
daerah kabupetan/kota yang mehputl sekretariat daerah sekretarzatjﬁ L)
dewan perwakilan rakyat dae1ah dinas daerah dan Lembaga teimis_‘_' e

daerah.

Pegawal Aparatur Sipil Negara yaﬁg seiargutnya chse'but Pegawa1 ASN_';” G

adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah’ Dengan Per gangzan'-'f-}
Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawamm dan d1sei ahi
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan-atau diserahi- tugas Negarai_gj
lainnya dan digaji berdasarkarn peraturan pemndang»undamgan,

Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya: dlsmgkat CPNS adalah _Calon :_. -

Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Kahmantan Barat: -

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutriya dxsmgkat IPNS adaiah Pegawa1"_z_"_f':'.

Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.”

Tambahan Penghasilan Pegawai yang selangutnya dzsmgkat T.‘PP adaia.h‘ e

Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN. dan’ CPNS._';-_.
dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi’ kerja dan kesegahteraani"
pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi. kerja, ‘kondisi: kez ga, '
kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektlf lamnya“_.f :
Badan Layanan Umum Daerah - ‘yang selanjutnya . disingkat BLUD_.__'
adalah Perangkat Daerah "di lmgkungan Pemerintah Daerah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanaﬂ kepada masyaxaliat berupa
penyediaan barang dan/&atau’ jasa yang: dljual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan dan ‘dalam- melakukan kegxatannya didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktlwtas .
Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungm tugas, -;.tanggurzg .
jawab, wewenang, dan hak seerang Pegawal ASN cia}am suatu satu" g
organisasi.

sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemenntah o
Jabatan Administrasi, yang ' selanjutnya dlsmgka‘tf;}f -

sekelompok Jabatan yang berisi- fungsi dan tugas, berkaitan deng:m
pelayanan publik serta admm1stras1 pemermtahan dan pembanglma

mempunyai tanggung gawa‘{) melaksanakan keglatan pelayana' ]
serta administrasi pemerintahan dan pembanguna_n _ Lo
Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang’ kewenangan penggun&an

anggaran untuk mela,ksanakan iugas dan fungsn Perangk" ah
yang dipimpinnya.
Kuasa Pengguna Anggaran’ adalah pejabat yang dlberi k _ as
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna’ anggaran
melaksanakan sebagian tugas dan funw& Perangkat Daerah

aktivitas kerja dan disiplin kerja S S
Aktivitas kerja Pegawai adalah- pelal«.sanaan tugas, pckok dan ungsi
pegawal serta tugas keclmasan lainnya yang diberikan plmpman
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21.Menit Kerja dalam 1 {satu) hari adalah 510 (lima ratus sepuluh) memt

22 Validasi Aktivitas Kerja adalah proses pembenan penllalan oleh a‘i:asan:_}_
berupa setuju atau tidak setuju/menoiak setzap aktm‘éas yangi 5
disampaikan oleh bawahan. L

23.Realisasi Menit Kerja merupakan waktu penyelesaian pelaksanaan mgas‘: e i e

vang telah divalidasi atasan langsung.

24.Disiplin Kerja adalah kesanggupan - Pegawal dalam menaa‘i,i_:-_“{:'.‘ e
kewajiban kerja dan larangan sesuai ketentuan harl dan Ja:m. ker}az-._ SNt o

berdasarkan ketentuan yang berlaku.

25.Mesin Presensi Elektronik 'adalah alat yanw' dlgunakaﬂ untuk- i
merekam sidik jari/bagian mbuh lamnya saat masuk d:a:n pulaﬂg:'_-__ S e

kerja.

26.Aplikasi E-Activity adalah apm{:asn berbasis Web m:lhk Pememntah-f_. ;_ :ff??_';:
Provinsi Kalimantan Barat yang digunakan ’Lm‘tuk melaiﬂikan_'-.'.__._:__.-_ R

penilaian terhadap tugas kedinasan Pegawai ASN- dan- CPNS..

27.Aplikasi E-Presensi adalah aplikasi yang: djgunakan un‘mk

pengisian daftar hadir dengan menggunekml Sura‘t "I‘ugas/ Surat’j--
Pernyataan/Surat Cuti. i
28.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selan;u‘tnya]: i
disingkat LHKPN adalah = daftar = seluruh  Harta Kekayaan;_’;_
Penyelenggara Negara yang: dltuaﬂgkan dalam formuhr LHKPN;!-..
yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korups1 -
29.Laporan Harta Kekayaan Aparatur 51p11 Negara ya:nc _} selan;umya
disingkat LHEKASN adalah 1aporm : harta kekayaan Syang
disampaikan pegawai ASN dan CPNS.: -~
30.Tuntutan Perbendaharaan dan Tunmtan Gaﬂt} Ru ymg
selanjutnya disingkat TP-TGR'. adalah suatu- proses "tuntutan;
terhadap Bendahara, = Pegawai :-: bukaﬂ Bendqhara,*ff
Pengurus/ Penynnpan Barang, Pegawai bukan Bendaha;ra "ata
pengurus/penyimpan barang a’tau p}hak ketlga yang -.f.telah

atau barang daerah. s SR
Kelas Jabatan adalah klasﬁkam J aba‘{an dalam satual}:.'organtsam
vang didasarkan pada hasil evaluasi. Jabatan ‘yang Seian_]umy‘a
digunakan sebagai dasar pemberzan ' besaran : Tambahan i
Penghasilan. : Lo
32.Penjabat yang selanjutnya dlsmgkat PJ adalah pegabat sementara uni,uk
jabatan Sekretaris Daerah dan Kepala Daerah yang. melaksanakaﬁ gasj :
pemerintahan sampai dengan pelantikan pejabat definitif. :

31

33.Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt: adalah PNS yang

ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewa31ban pe;iabat sn ul{tural-“
vang lowong.
34.Pelaksana Harian yang seianjumya dismgkat Plh adalah PNS yang
ditunjuk untuk melaksanakan tugas J abatan S‘truktural karena
pejabat struktural yang bersangku‘tan berhalangan sementara"“
35.0perator Perangkat Daerah adalah Pegawai ASN dl Perangk
Daerah yang berada di = bagian/bidang yang = mengurusi
kepegawaian di Perangkat Daerah yang. bertugas mengmput data
pegawal sebagai data pendukung un*tui«:: aplﬂ{am e~Act1mty--‘ dan'-'
e-Presensi. S : Sl
36.Hari adalah hari kerja. : e _ S
37.Tugas Pokok adalah tugas utama yang merupakan pen}abaxani Iangsunff
dan tugas dan fungsi organisasi. - : :
38.Tugas Tambahan adalah tugas yang tidak termasuk cialam nﬂczan tugag
pokok, tetapi memberikan manfaat bagi unit kerja ' : =
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39.Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lmkasz dalam 1 (sam)_}'_"
instansi pusat, antar-instansi pusat, 1 (satu) mstaﬂsz daerah antar- - oL
instansi daerah, antar instansi pusat’ dan instansi’ daerah dan ke ool
perwakilan negara Indonesia di luar negeri serta atas permmtaan sendm R

Pasal 2 : R
Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagaz pedoman": SRR N
dalam Pelaksanaan pemberian tambahan - penghasﬂan berdasarkaﬂ-.:.; T B
beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan. profesi dan. .o
pertimbangan objektif lainnya kepada Pegawai ASN- d&n CPNS d1
Linglkungan Pemerintah Daerah., =

Pasal 3
Tujuan pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah:
a. meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN dan CPNS; dan - : L
b. meningkatkan motivasi,: disiplin dan kinerja- ?egawal ASN cian'i S
CPNS. :

Pasal 4 :
Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubemur ini: mehputz
kriteria pemberian TPP; e
penetapan besaran TPP;

tim pelaksanaan TPP;

komponen dan penilaian pemberian TPP;

tata cara pembayaran;

pendanaan; dan

pengawasan dan pembinaan;

@e R o

BAB 1l
KRITERIA PEMBERIAN TPP - -

Pasal 5 R FRRE R
(1) Dalam melaksanakan tugas, Pegawai ASN c"£1 hng}mngan P&zmermtah_--i."_.-g-*;-}f.“.-i" sl
Daeralh dapat diberikan TPP, . Ea e P
(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) d1ber1kan berdasarkan-'g"”f.'{- G
lﬂ‘lterla. T R, ST e e
a. beban kerja;
b. prestasi kerja;
c. tempat bertugas;
d. kondisi kerja;
e. kelangkaan profesi; dan/atau
f. pertimbangan objektif 1a11mya T s
(3} Pegawai ASN dapat menerima lebih dari 1 (satu) kmtena Sebagmmana;ﬂ ge
dimaksud pada ayat (2). e
(4) CPNS atau PNS dari instansi pusat yang telah selesal melaksmakan'_;,
tugas di daerah dan mengalami perubahan status menjadz PNS daerah,
diberikan TPP sesuai kelas jabatan sejak Surat Permtah Melaksanakm'i_fi
Tugas diterbitkan. S
(5) Dikecualikan dari ketentuan . sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)---:'_"{'_ Rt
adalah PNS yang mutasi masuk ke daerah; diberikan TPP setelah . =
melaksanakan tugas di daerah selama 6 (enam) buian Sejak Suza‘i:*f,‘j_g.'-:-i'-'-.ﬁ e
Perintah Melaksanakan Tugas diterbitkan.. o
(6) Dalam hal terdapat PNS mutasi masuk ke. daerah n}ela}m pengmlan e
jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan/atau sebutan lainnya; =
pembayaran TPP sejak ditetapkan Surat Keputusan mutasz d&n.'{,:
disesuaikan dengan kelas Jabatan yang dldudukmva e S

EARD mmnm{ﬁ DARRAH
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(1)

Pasal 6

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana &1maksud dalam Pas;al 5
emerintah pei e
eban kezja*}‘_-_.-j_'}.:_"_._
normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam. perbulan atau el

ayat (2} huruf a diberikan - kepada PNS di. hngkungan;;"
daerah yang dalam melaksanakan | tugas. melampam

batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.:

Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana tercantum: daiami_}'_
Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terplsahkaﬂ dan Peraturan

Gubernur ini.

Khusus untuk Guru PNS  yang belum menerlma tun}angam _.'":3' S B
profesi/sertifikasi diberikan TPP sebesar Rp. 560 ODO /bulan (hmajl_f‘_--._-'f-_: L

ratus ribu rupiah} per bulan.

CPNS dan PPPK diberikan TF’P sebesar Rp. 200. GOO -/ bulan (dua ratus‘_-

ribu rupiah) per bulan.

Untuk PNS Tugas Belajar diberikan TPP sebesar Rp 1 000 DOO / bulaﬂ_'?-j‘f’:‘-*:.:

(satu juta rupiah) per bulan.

Pasal 7

TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana. dzmaksud dalam Pasal 5 o
ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memﬁzkz prestasz__
kerja yang tinggi sesuai bldang keahhannya atau - movas:a dan dmkm? I

pimpinan diatasnya.

Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerga sesual kemampuarx}{-:"f e

keuangan daerah dari besaran basic TPP.

Pasal 8

TPP berdasarkan tempat bertugas sebaganﬁana dnnaksud dalam Pasai 5‘_ :
ayat (2) huruf ¢ diberikan - kepada - Pegawaz ASN - yang - dalam .
melaksanakan tugasnya berada di daerah vang memﬂﬂq tmgkat 'lgesuhtan's-: i

tinggi dan daerah terpencil. e
Tingkat kesulitan tinggi dan daerah - terpenczl berdasarkan 11"1eieks TPPE-;-'
tempat bertugas, yang didapatkan dari pezbandmgan :mdeks kesulztem i
geografis kantor berada d;bagz indeks kesuhtan geograﬁs tez 1da
wilayah provinsi. Sy
Indeks kesulitan kelurahan sama dengan zndek& kesuhtan geografis deba
terendah di Provinsi. o
Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas Promm palmg tmggi 56 (hma

puluh) persen dari basic TPP Pegawai ASN Provmsz apabﬂa mdeks tempat

bertugas diatas 1,50 (satu koma’ lima puluh) b :

TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana’ dlmalisud dalam Pasal

ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN: yang melaksmlakma tugas

dan tanggung;awab memiliki 1"@311{0 tinggi- Sepertz res1k0 kesehatan dan

keamanan jiwa seperti:

a. pekerjaan yang berkaitan }aﬂgsung dengan penyakl‘c menuiar

b. pekerjaan yang berkaitan - Jlangsung’ dengaﬂ bahan
berbahaya/radiasi/bahan radioaktif; L i

c. pekerjaan yang berisiko derigan keselamatan kezja, :  1

d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemenksa dan pemega}{
hukum,; S

e. pekerjaan ini satu bngkat dlbawahnva dibumhkani_ anai S.d
jabatan yang setinglkat, namun- tidak ada pejabat pelaksanany ;
dan/atau B

f.  pekerjaan ini satu tingkat d1bawahnya suéa.h ch dukun‘g 1eh Jaba :
fungsional dan tidak ada jabatan stml«z;tural dibawahnya -

AR mﬂa AHGUAT DARRAH
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(2)

Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada:
a. Inspektur; dan _
b. PNS di lingkungan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum

Daerah dr. Soedarso. '

Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana tercantum dalam

Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 10

TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (2} huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang

melaksanakan tugas pada kriteria berikut:

a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus;

b.  kualifikasi pegawai sangat sedikit atau hampir tidak ada yang
memenuhi pekerjaan dimaksud; dan/atau

c. jabatan pimpinan tinggi di Daerah.

Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada:

a. Sekretaris Daerah;

b. PNS dengan Jabatan Fungsional Dokter Sub Spesialis dan Spesialis
dengan kategori Profesi langka pada Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Soedarso; dan

c. PNS dengan Jabatan Fungsional Dokter Spesialis dengan kategori
Profesi langka pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi dan UPT Klinik
Utama Sungai Bangkong.

Penetapan penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11
TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang
diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jenis TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
insentif pajak daerah;
insentif retribusi daerah;
tunjangan profesi guru;
tunjangan khusus guru;
tambahan penghasilan guru;
jasa pelayanan kesehatan;
honorarium; dan
jasa pengelolaan Barang Milik Daerah.

F@R&me a0 o

Pasal 12

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak diberikan kepada
Pegawai ASN dan CPNS apabila yang bersangkutan:

Q0 op

5

tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan terteniu;

diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;

berstatus penerima uang tunggu;

menjalani masa persiapan pensiun;

diberikan cuti di luar tanggungan negara dan cuti besar;

berstatus diperbantukan/dipekerjakan/sebutan lainnya pada instansi
selain instansi Pemerintah Daerah;

dihukum penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
telah mendapatkan penghasilan lain berupa tunjangan
profesi/sertifikasi dan/atau tunjangan khusus yang terkait dengan
tugasnya sebagai Guru dan Pengawas Sekolah.
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Pasal 13

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dzlakukan pemawngan“; L

terhadap Pegawa1 ASN yang dijatuhi hukuman disiplin: mehputl
a. Tingkat ringan berupa:

1. Teguran lisan, dilakukan pemotongan TPP Sebesm" 10% (sepﬁlﬁié-ff;----'- S

persen) selama 3 (tiga) bulan;

2. Teguran tertulis, dilakukan pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh_ . _;' : SR

persen) selama 6 (enam) bulan; atau

3. Pernyataan tidak puas secara tertulis, dﬂakukan pemotengan TPP'.-'f'. U

sebesar 10% (sepuluh persen) selama 9 (Sembilan) bulan. -~ =
b. Tingkat sedang berupa: i
1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 {satu) tahun dﬂakukam'f_g §

pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6-‘_5_ S

(enam) bulan;

2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun d11aku}<:an_'_:ﬂgi_ :_'_:::.; b
pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama it

(sembilan) bulan; atau

3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah- selama 1: (satu) taimn,*._' '. i
dilakukan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh 11ma perseﬁ)f._- e

selama 12 (dua belas} bulan.
¢. Tingkat berat berupa:

1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas)__f--_._-.'_'_"i_-_'::-': i
bulan, dilakukan pemotongan TPP sebesar 70% (mjuh puluh pers;en} o

selama 6 (enam) bulan; atau

2. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan peiaksana selama 3’7‘ f_-f_"
(dua belas) bulan, dilakukan pemotongan -‘T‘PP sebesar 70% (tujuhf_,-’_ e

puluh persen) selama 9 (sembilan} bulan.

BAB III R
PENETAPAN BESARAN TPP
Pasal 14 S
(1) Penetapan besaran TPP d1dasarkan pada’ parameter se‘bagal berlkut ______
a. kelas jabatan; :
b. indeks kapasitas fiskal daerah
c. indeks kemahalan konstruksi; dan
d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah. R e
{2) Besaran tertinggi TPP yang diberikan . menggunakan rumus {Besaran’r
Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Ketuangan per kelas' Jabatam sestai
ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks: kapasitas fxskalf}
daerah} x (Indeks kemaha}an Konstruksi) 'x (mdeks peﬁyelenggaraan
pemerintah daerah).

(3) Perhitungan besaran tertinggi TPP sebagalmaﬂa dzmaksud -'_pada aya‘i: (2).':':'.- cELLTn

disesuaikan dengan kemampuan ‘keuwangan  ‘daerah i
tercantum dalam Lampiran I yang mempakan bagmn 'tidak terpzsahkm- i
dari Peraturan Gubernur ini. g s

BAB IV _
TIM PELAKSANAAN TPP
Pasal 15 - - I P
{1} Tim pelaksanaan TPP ASN : diketuai oleh Sekretar‘as Daerah ser’ta -'
sekurang-kurangnya terdiri dam unsur perangkat daerah ierkaat L
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(2) Unsur Perangkat Daerah Sebagazmana dlmal{sud pada aya‘t (1) mehp"
a. perangkat daerah yang membidangi pengeiolaem keuangan damah
bertugas melakukan perhitungan terkeut penganggarmz ’i‘PP_P@gawal

ASN; -

b. perangkat daerah yang membldangl orgamsasz bertugas ﬁﬂtuki__“::'"f-':":' e

melakukan perhitungan indeks . penyelenggaraan pemem‘rtaha}i‘{f
daerah serta mengzdenhﬁkasz Jjabatan-jabatan’ yang masuk--_dalam

kriteria beban kerja, prestasi kerja, kGl‘idlSl kerja kelangkaan profesn_: e

dan/atau pertimbangan objektif lainnya; _ S

c. perangkat daerah yang membzdangl kepegawman bertugas : _untuk-{_
melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarka,n : masmg—f_‘__”
masing kelas jabatan; :

d. perangkat daerah yang membldangz hukum bertuwas menyusun
Peraturan Gubernur tentang TPP Sesuaz denga,n ketentua:n peraturan
perundang-undangan; o

e. perangkat daerah yeng membzdang pereuca.naan ber‘tugas unmk_f_f,
memastikan penganggaran terkait TPP; dan/atau = - .

f. perangkat daerah yang membldangz pengawasan bertugas un‘tuk :
melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan’-
peraturan perundang-undangan. '

(3) Pembentukan tim pelaksanaan TPP sebagazmana dlmaksud pada aya't;':

(2} ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. :

(4) Dalam melaksanakan tugasnya tim pelaksana sebagmmana dzmaksud
pada ayat (3) dibantu oleh Sekx etarzat Tim yang datetapkai dengaﬁ.:-

Keputusan Sekretaris Daerah i

BAEV e
KOMPONEN DAN PENILAIAN PEMBERIAN ’E‘PP
‘Pasal 16 . i
(1) Persentase besaran komponen aktivitas. ker}a adaiah sebesar ’70% (taguh
puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pegawai: ASN dan CPNS :
(2) Persentase besaran komponen. dzszphn kerja. adalah sebesar 30% (’aga
puluh persen) dari besaran: TPP yang dlteruna pegawax ASN dan CPNS

Pasai 1'7
(1) Penilaian aktivitas kerja dlhitu:ﬂg berdasarl{arz
a. pelaksanaan tugas; dan/atau : 2
b. penilaian dari atasan 1angsung tez hadap hasﬂ pelaksanam
pegawal yang dipimpinnya. -
(2) Setiap PNS dapat menetapkan sasaran da:a target kmerja_mdm lu
bulan Desember tahun sebelumnya _ R
(3) Sasaran dan target kinerja . sebagazmana dimaksud pada
diinputkan pada aplikasi e-SKP yarig datanya aLa:a temnte g
aplikasi e-Activity, kecuali terhadap PNS yang TPP nya dzbayarkaﬂ
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( )sayati(4 ydan ay: '“i:'}_(S)
(4) Dalam hal aplikasi e-SKP belum optimal maka pengmputa’ﬁ asarand' iy
target kinerja dilakukan ke dalam aplikasi e- Actnrii?y o
(5) Pelaksanaan tugas sebagannana dnnaksud ‘pada’ ayat (1-) mempak'
pelaporan/penginputan —aktivitas kerja. sebagalmana tuga.s pokok
dan/atau tugas tambahan, dlbuktakan dengaﬂ formuhr aktmtas efja
harian pegawai secara manual atau secma eiektromk .

Pasal 18 R R

{1} Pelaporan/penginputan aktzmtas kerja sebagazmana dzmaksudz-, dalam

Pasal 17 ayat (5}, dihitung berdaseukan indikator menit 1«:@1‘_}3 tiap har

(2) Besaran menit kerja sebagaimana dirnaksud pada aya‘t (1) adalah 51¢
(lima ratus sepuluh) menit setlap hari : . ST
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(3} Pelaporan/penginputan aktzvztas kerja sebaga;mana damaksud pac‘la-_ e
ayat (1) dilaporkan/diinput ke dalam aplikasi e-Activily. : LaTmERL
{(4) Dalam hal jumlah menit kerja yang di input telah melebzha 510 (llma-_ e
ratus sepuluh) menit maka kelebihan menit aktivitas’ tersebut mengadz'-*-_;- T
tambahan menit aktivitas hari berikutnya. REEIRY
(5) Pemberian TPP berdasarkan aktivitas kerja dihltung daﬂ hasﬂ capaza.n_g;;:_ St s
Aktivitas Kerja Harian diakumulasikan dalam 1 (Sam) bulan deagmaf__: S b
rumus:
Aktivitas Kerja Bulanan= (jumlah menit vang sudah d1vahda31 dalam L bu}an) x 1()0%
(jumlah hari kerja x waktu kerja dalam 1 hari) -~
(6) Penginputan jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan sebagalmana T R
dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang[: SR
membidangi Komunikasi dan Informatika. s NS BaE
(7) Dalam hal realisasi menit kerja melebihi jumlah menit kerja fialam R B
(satu) bulan maka persentase aktivitas kerja bulanan tetap dlberﬁcan._-_ Sl
100% (seratus persen). :

Pasal 19 R R s s s B Lty

(1) Pelaporan/penginputan aktivitas kerja sebagaimana dzmaksud dalamf;" C

Pasal 18 ayat (3) dilakukan oleh: TR : o '

a. pejabat pimpinan tinggi;

b. pejabat administrator;

c. pejabat pengawas;

d. pejabat fungsional; dan

e. pelaksana. S S
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana ci1maksud pada aya‘i: (1)3_"_ B s

yaitu: i
a. Pegawai ASN Guru yang belum menerlma Tun}angan”_'_._- o
Profesi/Sertifikasi; B et

b. Pegawai ASN yang sedang me}aksanal{an Tugas Befagar darl

c. CPNS dan PPPK. o e
(3) Terhadap Pejabat Pimpinan ngg:t, pelaporan/ pengmputan ak‘tlmtasg};i-' Seomnalieny

kerja ke dalam aplikasi dilakukan oleh pegawai yang dztugaskan pada‘-a S

Tata Usaha Pimpinan. R
(4) Terhadap PNS mutasi masuk ke daerah membuai Iaporan aktmt&s }f{e:tja-f! S

secara aplikasi/manual. SRR
(5) Aktivitas pegawai dapat dﬂaporkan /diinput ke dalam aphkam e—Actzwty e

setelah pekerjaan selesai dilakukan setiap harmya L e
(6) Batas waktu pelaporan/ penginputan laporan - aktmtas pegawai s

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dﬂaksanakan pahng lam"bat 3 (t}ga)'i_ﬁ __

hari pertama pada bulan berikutnya. s
{7} Dalam melakukan perhitungan komponen beldasalkan akt1v1tas kerja S

cuti tahunan, cuti alasan penting dan cuti- sakit tidalk: dll{enakan

pemotongan dengan tetap menginput aktivitas- dengan keterangan cutri

tersebut ke dalam aplikasi e-activity. S
(8) Khusus cuti sakit penginputan dapat dilakcukan oleh operator/ Pengeialaz.}:'

Kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah. " Gt
(9) Pelaporan/penginputan aktivitas kerja sebagmmana dmaal«:sud dalam-;_- e

Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri dari rincian: R . e

a. hari/tanggal;

b. uraian aktivitas kerja pegawai;

¢. jam mulai dan selesai bekerja;

d. waktu penyelesaian;

e. data pendukung aktivitas. LA
(10) Data pendukung aktivitas sebagaimana dlmaksud pacia ayat (9) }mz uf e__-_-

dapat dilampirkan sepamang diperlukan untuk peiaporan almwtasf{ S

kerja. S B ERR
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(11) Dalam keadaan tertentu, penilaian aktivitas kerja dilaporkan secara . @ = -
manual. o T e Rtk

(12) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (11) antara lain:*

a. sistem aplikasi mengalami kerusakan/tidak berfungsi; atau
b. pegawai belum terdaftar dalam sistem aplikasi.

(13) Format Laporan Aktivitas Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada
ayat (12), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini,

(14) Penggunaan laporan aktivitas manual untuk pegawai yang belum
terdaftar dalam sistem aplikasi diberikan waktu sampai dengan 3 (tiga)
bulan sejak tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas ditetapkan,
apabila sampai dengan bulan keempat dan seterusnya belum terdaftar
maka pembayaran tambahan penghasilannya ditunda sampai dengan
pegawai terdaftar dalam sistem aplikasi.

Pasal 20

(1) Pemeriksaan/validasi aktivitas kerja pegawai dilaksanakan oleh atasan
langsung setelah dilaporkan oleh pegawai.

{2} Atasan langsung bertanggung jawab atas kebenaran laporan hasil
pelaksanaan tugas pegawai vang dinilai.

(3) Atasan langsung dapat menyetujui atau menolak laporan hasil
pelaksanaan tugas pegawai yang dinilai.

{(4) Dalam hal atasan langsung menolak laporan hasil pelaksanaan tugas
pegawai wajib disertai alasan penolakan.

(5) Laporan hasil pelaksanaan tugas yang ditolak oleh atasan langsung
diberikan waktu 3 (tiga) hari untuk diperbaiki pada bulan berkenaan.

(6) Dalam hal pegawai tidak dapat menyelesaikan perbaikan aktivitas kerja
vang ditolak maka aktivitas tersebut tidak dihitung sebagai kinerja pada
bulan berkenaan.

(7) Pemeriksaan/validasi oleh atasan langsung dapat dilakukan setelah
selesai dilakukan pelaporan/penginputan. Batas waltu
pemeriksaan/validasi aktivitas kerja bulan berkenaan oleh atasan
langsung dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari pertama pada bulan
berikutnya.

(8) Dalam hal melebihi 5 (lima} hari pertama bulan berikutnya belum
diperiksa/divalidasi maka seluruh aktivitas pegawai bawahannya akan
dinyatakan dengan keterangan diterima.

(9) Dalam hal atasan langsung tidak memeriksa/memvalidasi aktivitas
kerja bawahannya tanpa alasan yang jelas maka diberikan teguran baik
lisan maupun tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah bagi Pejabat
Administrator sampai dengan Pengawas.

(10) Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi tidak dilakukan pemeriksaan/validasi
terhadap alctivitas kerja yang dilakukan.

Pasal 21

(1) Setiap Pegawai ASN dan CPNS wajib memenuhi kehadiran kerja
sebanyak 8,5 (delapan koma lima) jam perhari atau 42,5 (empat
puluh dua koma lima) jam per minggu.

{2) Jam kerja Pegawai ASN dan CPNS adalah senin — jumat pukul 07.15
WIB sampai dengan pukul 15.45 WIB.

(3) Kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat {1} merupakan
tanggung jawab atasan langsung yang bersangkutan secara
berjenjang.

(4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) diatas pengaturan hari dan jam
kerja pada bulan Ramadhan, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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(1)

(2)

(<)

(3)

(H

Kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan :.' L :
dengan merekam sidik jari/bagian tubuh lainnya pada mesin presensi . E
elektronik yang dilakukan pada waktu masuk kerja.atau waktu = -

pulang kerja. -
Dalam hal mesin presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) mengalami gangguan/rusak atau belum tersedia maka
pencatatan data kehadiran dapat menggunakan daftar hadir manual,
Penggunaan daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat
(6), hanya dilakukan untuk kurun waktu paling lama 3 (tiga) bulan,
terhitung sejak tanggal kerusakan dan dikendalikan oleh Kepala
Perangkat Daerah.

Selama kurun waktu 3 (tiga) bulan masih menggunakan daftar hadir
manual, maka pada bulan keempat dan seterusnya sejak terjadi
kendala/tidak dapat dioperasikan, pemberian tambahan penghasilan
pegawai ditunda sampai dengan kendala dapat diatasi.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
terhadap Perangkat Daerah yang belum memiliki mesin presensi
elektronik dapat dibayarkan tambahan penghasilannya dengan
menggunakan daftar hadir manual.

Pasal 22
Pencatatan kehadiran dengan merekam sidik jari/bagian tubuh
lainnya untuk masuk kerja dilaksanakan mulai pukul 06.00 WIB
sampai dengan pukul 07.15 WIB waktu setempat.
Pencatatan kehadiran dengan merekam sidik jari/bagian tubuh
lainnya untuk pulang kerja dilaksanakan mulai pukul 15.45 WIB.
Pegawai ASN dan CPNS yang melaksanakan pencatatan kehadiran
dengan merekam sidik jari/bagian tubuh lainnya sebelum pukul
06.00 WIB maka dianggap tidak mengisi presensi.
Pegawai ASN dan CPNS yang memenuhi kehadiran kerja namun tidak
berada di tempat tugas ketika jam kerja tanpa seizin atasan langsung
dianggap terlambat sebanyak 150 menit.

Pasal 23

Dalam keadaan tertentu pengisian e-presensi pegawai ASN dan CPNS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1}, dapat dilakukan
menggunakan format daftar hadir manual.
Format daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam hal terjadi keadaan tertentu, meliputi:
a. sistem dan/atau mesin aplikasi e-Presensi mengalami kerusakan

atau tidak berfungsi;
b. pegawai belum terdaftar dalam sistem e-Presensi;dan/atau
¢. terjadi keadaan kahar (forje majeur).
Format laporan daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 24
Prosedur pengurangan tambahan penghasilan dari kehadiran kerja
ditentukan dengan indikator yang meliputi:
a. terlambat masuk kerja;
b. pulang lebih awal dari jam kerja; dan/atau
c. tidak hadir.
Pegawai ASN dan CPNS yang melaksanakan tugas atau bekerja di luar
hari dan/atau jam kerja yang ditetapkan dihitung sebagai petugas
piket/kerja khusus oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang
berwenang dengan ketentuan capaian jam kerja kumulatif tidak kurang
dari kewajiban kehadiran kerja.
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(3} Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berbasis  elektronik/manual dilaksanakan oleh masing-masing
Perangkat Daerah. A S

(4) Dalam melakukan perhitungan komponen berdasarkan disiplin kerja,
cuti tahunan, cuti alasan penting, cuti sakit, cuti bersama, cuti
melahirkan, dan perjalanan dinas luar/dalam daerah/luar negeri dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya (diklat/workshop/ sejenisnya),
dihitung sebagai hari masuk kerja dengan mengunggah dokumen surat
dimaksud ke dalam aplikasi e-Presensi yang dilakukan oleh
operator/Pengelola Kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah,

(5) Pegawai ASN dan CPNS yang terlambat masuk kerja dan/atau pulang
cepat sehingga tidak melakukan presensi dikarenakan melaksanakan
tugas kedinasan maka dianggap masuk kerja dengan melampirkan
bukti surat pernyataan sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 25

(1) Prosedur pengurangan TPP dari kehadiran kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

(2) Tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c,
dilakukan pengurangan TPP dari kehadiran kerja sebesar TPP per hari
pada bulan berkenaan.

Pasal 26
Penilaian laporan aktivitas kerja dan disiplin kerja pada bulan Ramadhan
dan bulan Desember diberikan nilai 100% {seratus persen) dari komponen
penilaian.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 27

(1} Pegawai ASN dan CPNS penerima TPP ditetapkan melalui Keputusan
Gubernur.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan validasi
data dan verifikasi hasil evaluasi jabatan dari Biro Organisasi
Sekretariat Daerah.

(3) TPP bagi Pegawai ASN dan CPNS yang mutasi dan/atau mengalami
perubahan kelas jabatan sebelum tanggal 15, dibayarkan dengan
menggunakan besaran TPP sesuai dengan kelas jabatan baru untuk
bulan berkenaan pada unit kerja/instansi baru sesuai dengan
persentase aktivitas dan kehadiran.

(4) TPP bagi Pegawai ASN dan CPNS yang mutasi dan/atau mengalami
perubahan kelas jabatan per tanggal 15 dan seterusnya, dibayarkan
dengan menggunakan besaran TPP sesuai dengan kelas jabatan lama
untuk bulan berkenaan pada unit kerja/instansi lama sesuai dengan
persentase alktivitas dan kehadiran.

(5) Pembayaran TPP diberikan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya.

(6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
untuk pembayaran TPP pada bulan Desember dapat dibayarkan pada
bulan berkenaan.

(7} Perhitungan TPP berdasarkan penilaian aktivitas kerja dan disiplin
kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
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(8)

()

(10)

Contoh perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (7}
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Permintaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (T,

dengan melampirkan:

a. perhitungan TPP berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja dan
Kelangkaan Profesi yang diatur lebih lanjut secara teknis melalui
Surat Edaran;

b. surat Pertanggungjawaban Mutlak;

c. daftar pembayaran TPP; dan

d. surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawali. (jika ada)

Aktivitas kerja pegawai di upload setiap bulannya melalui link

kalbar.link/ctkaktivitas oleh operator/pengelola kepegawaian yang

ditunjuk di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 28
CPNS diberikan TPP terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan
Melaksanakan Tugas sampai dengan  terbitnya keputusan
pengangkatan menjadi PNS.
TPP bagi Pegawai ASN formasi jabatan fungsional yang belum
menerima keputusan pengangkatan jabatan fungsional dibayarkan
sesuai kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan
Gubernur.
TPP bagi Pegawai ASN formasi jabatan fungsional dibayarkan sesuai
nilai TPP kelas jabatannya setelah menerima keputusan pengangkatan
ke dalam jabatan fungsional.
Besaran TPP bagi Pegawai ASN yang melaksanakan tugas belajar
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 29

Pegawai ASN dikenakan pemotongan 1% (satu persen) dari besaran
tambahan penghasilan yang diterima sesuai dengan kelas jabatannya
untuk iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah
(PPU) setiap bulan.

Pekerja Penerima Upah (PPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Pegawai ASN dan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat.

Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak
tanggal 1 Januari 2020.

Pasal 30
Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung atau setingkat
yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Pj menerima TPP tambahan
sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt
atau Plh atau Pj pada jabatan yang dirangkapnya.
Khusus Pj Kepala Daerah diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua
puluh persen) dari TPP pada jabatan definitif yang didudukinya.
Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang diberikan tugas
tambahan sebagai Plt atau Plh menerima TPP tambahan sebesar 15%
(lima belas persen} dari TPP dalam jabatan sebagai Plt atau Plh pada
jabatan yang dirangkapnya.
TPP bagi Pejabat dan Pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh
atau Pj dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau
Plh atau Pj.
Pemberian TPP bagi Plt atau Plh atau Pj sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, ayat (2) dan ayat (3) diperuntukkan bagi yang menjabat dalam
jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan.
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(7)

Dalam hal terdapat Pejabat Pengawas dengan kelas }abatem 8 (delap&m). "

dan Pejabat Pengawas dengan kelas jabatan 9 (sembilan) dalam satu -

lingkungan unit kerja maka pembayaran TPP bagi Pejabat Pengawas'

dengan kelas jabatan 8 (delapan) disetarakan besarannya dengan TPP. ] :_:' _'
Pejabat Pengawas dengan kelas jabatan 9 (sembilan) pada unit kerja ;

vang bersangkutan.
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

adalah Pejabat Pengawas pada UPT SMA/SMK/SLB dan Pejabat .

Fungsmnal jenjang Penyelia dan Ahl Pertama yang pembayarannya -
sesuail dengan kelas jabatan yang diduduki. :

Terhadap Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan Jabataﬁ
ke dalam Jabatan Fungsional, maka pembayaran TPP.: pada saat. - -
menduduki Jabatan Fungsional diberikan sesuai TPP pada Jabaian

administrasi sebelumnya. B
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
terhadap Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional yang mengaiamz _
penurunan jabatan menjadl pelaksana karena kepentingan organisasi,
diberikan TPP sesuai dengan kelas jabatan yang iercantum dalam o
Keputusan Gubernur. '

Dalam hal terhadap jabatan yang mengalami kenaikan kelaﬂs 3abatzm R
berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, pembayaran TPP sestai = e
kelas jabatan yang baru pada tahun anggaran bemkutnya dan sesua; BRREE

kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 31

Pendanaan dalam pelaksanaan TPP di Daerah bersumber dari: = -

a.
b.

anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan keteﬂtuaﬁ__ Sl

peraturan perundang-undangan.

BAB VIl
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pagal 32

Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pembayamn_..:::5:__.': [
tambahan penghasilan dilakukan masing-masing Kepa}a Perangkatj" T

Daerah.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran W&jlb memashk&n L il
pemenuhan syarat administratif dan teknis “dengan menerapkan";_ﬁ e )

sistem pengendalian internal secara berjenjang dan memada.z

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 33

Perangkat Daerah menyiapkan sarana dan prasarana penunjang TPP T ::
yvang spesifikasi teknisnya ditentukan oleh: Pe1anﬁkat Daerah yang__--_s RN B

membidangl Komunikasi dan Informatika.

Aplikasi e-Activity dan e-Presensi disiapkan oleh" Perangkat Daerah. 3_'
yang membidangi Komunikasi dan Informatika. :

Dalam hal mutasi pegawai Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksanai‘. S
di lingkungan Perangkat Daerah, maka pelpmdahan dan atau;_"'-" ORI
penempatan pegawai pada jabatan yang baru perlu- mendapaﬂ{an RIS

persetujuan dari Perangkat Daerah yang membldangi kepegawa;am
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(4} Penerbitan Keputusan pengangkatan dan atau . pem‘berhent:tan dalam__'-; G
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, J abatan_. S
Pengawas dan Jabatan Fungsional harus mencantumkan kelas 3abatan .

pegawai sesuai dengan penempatan pada jabatan yang baru dan -
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi k@pegawalan

(5) Penerbitan Keputusan Jabatan Pelaksana yang mengalaxm mutas*x . '_
harus mencantumkan kelas jabatan pegawai sesuai dencranf o

penempatan pada jabatan yang baru.

{6) Dalam hal setelah terbitnya Keputusan Tentang Pemamgku Jabatain S
telah ditetapkan, bagi Pegawai ASN yang belum tercantum’ pada}f R
keputusan tersebut dan/atau tidak tersedianya i&otak/wadah 3abatan; R )
pada peta jabatan, TPP diberikan sesuai dengan nilai TPP keias jabaian" SR

1.

(7) Dalam hal PNS mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meﬁgalami L I g
perubahan kelas jabatan maka pembayaran TPP PNS muta31_3 S

disesuaikan dengan kelas jabatan baru yang didudukinya.

(8) Dalam perhitungan komponen TPP, cuti bersama tetap - d}hltung
sebagai aktivitas kerja dan hari masuk kerja yang penginputannya
dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komumkam dan -
Informatika. : '

Pasal 34

(1) Widyaiswara yang telah memperoleh TPP dapat dlbemkan henora‘rmm i

mengajar dalam hal:

a. pembebanan anggaran selain anggaran pendapatan da:ﬂ bel&mga'f' G

daerah provinsi; atau

b. telah melampaui kewajiban mengajar di atas 32 (Uga jpuluh dua)'.i_“:_'_. :
jam pelajaran per bulan pada Badan Pengembangan dan Sumber
Daya Manusia yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belan;a,_- R e I

daerah provms1

(2} Kelebihan jam mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) humf b :_ e : il
ditetapkan dengan Keputusan Perangkat Daerah’ yang membawahl : L

Widyaiswara tersebut.
Pasal 35

(1} Pegawai ASN dan CPNS yang tidak tepat waktu menyampazkan LHKPN g s
atau LHKASN, pembayaran tambahan penghasﬂamnya dapat ditunda. S
sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan/ menunjukkan}"_:'__ e |

bukti kepada bendahara.

(2) Pembayaran TPP Pegawai ASN dan CPNS yang dlk&l‘lﬂkﬂ:ﬂ hukumam e i
TP-TGR dialokasikan untuk pembayaran tuntutan ganti rugi: yang. oo o
dipotong langsung oleh Bendahara Perangkat Daerah untuk di- setcr E«;e SR O

Rekening Kas Umum Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur’_[ SR
Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2021 tentang tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara di ngkungan” el TR
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan.
Barat Tahun 2021 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan: oo
terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 83 Tahun:_;;-_:_j- e
2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun
2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatu*f Sipil Negara .
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daeral * ORI
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 83 ) dicabut dan dmyaiakanlf" e

tidak berlaku.
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Pasal 37

Peraturan Gubernur ini berlaku terhitung mulai bulan Januari 2023

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratur&m
Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.-

Ditetapkan di Pdntianak |
pada tanggal 1% orugy oS00

4 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,'.g o

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 9 ool angs
SEKRETARIS DAERAH
PROVNSI KALIMANTAN BARAT,

HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR §




LAMPIRAN 1

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR

TAHUN 2023
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

. BESARAN TPP UNTUK SEKRETARIS DAERAH
TPP Berdasarkan Kriteria
Kelas . - ) S Kondisi Kelangkaan R
No. Rasic TPP Bebhan Kerja Prestasi Kenja Kes Profesi (84.4% % Besaran TPP
Jabatan (84,4% x Basic | (% KKD x Basic Lena vofesi (84,4% x
PP pp {26 KKD % Basit TPP)
) ) Basic TPP) .
1 2 3 4 5 6 7 &
1. 16 Rp. 23.689.823,- | Rp. 20.000.000,- - Rp. 20.000,000,~ | Rp. 40,000,000, .
1I, BESARAN TPP UNTUK INSPEKTUR
TPP Berdasarkan Kriteria )
No. Kelas Basic TPP Beban Kerja Prestasi Kerja Kondisi Keria K;lg:_}(}gfl‘:;a Basaran TPP
Jabatan {79,7% x Basic (% KKD x Basic (3,2% x Basic NN .
TPP) TPP) TPP) (%6 KD x
Basic TPD S
1 2 3 4 5 5 7 g
1. 15 Rp. 18.816.928,- | Rp. 15.000.000,- - Rp. 603.000,- Rp. 15.603.'990,»
ill. BESARAN TPP SESUAI DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA DENAS KES:EHA’I‘AN
DAN RSUD dr. SOEDARSO
TPP Berdasarkan Kriferia B : ) ;
Kelas o Beban Kerja e . Eondisi Kerja Kelaﬂgkﬁan ‘Besatan TPP : R
e Jabatazn mame TEY (79, 7% s.d Erz\;%;%‘s;{lgﬁ;i?c (1,9% s,d Profest . : St
323,4% x Bagie | ( T 2,1% x Basic | (% KED % Bas;c
TPF) TP TPR e
1 2 3 4 5 6 7 R
1. 15 Rp. 18.816.928,- | Rp. 15.000.000,- - Rp. 390.000,- . Rp. 18.390,000, 1]
2. 14 Rp. 14.325.050,- | Rp. 12.500.000,~ Rp. 296,000, i Rp.12.796.000,-
3. 13 Rp. 12.856.885,- | Rp. 11.000.000,- - Rp. 264,000, . Rp. 11264000,
4, 12 Rp. 10.280.368,- | Rp. 10.000.000,- - Rp. 212.000,- RpoTomiZoons
5. 11 Rp. 7.948.006,- | Bp. 9,500.000,- - Rp. 164.000,- - Rp. 9:664:000,- 1
6. 10 Rp. 6.913.547,- | Rp. 7.200.000,- - Rp. 143.000,- - CRplU 73000,
7. 9 Rp. 5.014.015,- | Bp. 6.200.000,- Rp. 124.000,- . - Ry 63241000,
8. 8 Rp. 4.833.700,- | Rp. 4.900.000,- - Rp. 98.000,- - R4 208,000, 5
o 7 Rp. 4.261.855,- | Rp. 3.700.000,- - Rp. 88.000,- - Rp. 8788000, | [~
10. & Rp. 3.703.502,- Rp. 3.600.000,- - Rp. 76.000,- - Rp 368761000, L
11. 5 Rp. 3.088.608,~ | Rp. 3.500.000,- Rp. 62.000,- - Rp. 8:862.000,
12. 4 Bp. 1.830.548,- | Rp. 5.400.000,- - Rp. 36.000,- - Rp. 3,436,000,
13. 3 Rp. 1.512.4%9,- | Rp. 8.300.000,- . Rp. 30.800,- - Rpo 3,380,000 1
14, 2 Rp. 1.250.992,- | Rp. 3.250.000,- - Rp. 24.000,- . - Rp:3.274.000,-
15. 1 Rp. 089.485,- Rp. 3.200.000,- - Rp. 20.000,- - C Rp. 32200000

IV, BEBARAN TPP SESUAI DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA PERANGKAT DAF‘RAH

KECUALI DINAS KESEHATAN DAN RSUD dr. SOEDARSO

TPP Berdasarlkan Kriteria o ; ST
No. th‘:ﬁzn Basic TPP ]E’g?ga;z/}::zxéa ?"restasi I{erja_x Kondisi Kerja Keﬁz;%éiian .'_B_es_&m’ii ;ﬁj? i
323,4:% % Bagic | 0 KKT%;(] Basic ?g‘:]sif\:g?’gj % KKDx Basic -

TPF) - TPP : A
1 2 E; 4 5 s 7 g
1. 15 Rp. 18.816.928,- | Rp. 15.000.000,- . - - Rpi15.000.000,5 |
2. 14 Rp. 14.325.050,- | Rp. 12.500.000,- . - . Ry, 12,500,000, 1
3. 13 Rp. 12.856.885,- | Rp. 12.000.000,- - . - Rp. 11,000,000, -
4. 12 Rp. 10.280.368,- | Rp, 10.000.000, - - - Rp. 10,000,000, -
S. 11 Rp. 7.948.009,- Rp. 2.500.000,- - - - Ris. 0,500,004,
&. 10 Rp. 6.913.547,- | RBp. 7.200.000,- - . - Rp. 7,000,000,
7. 9 Ep. 6.014.015,- Rp. 6.200,000,- - - - Rp 6;2‘00_.8{35;
3. 8 Rp. 4.833.700,- Fp. 4.900.000,- . . - R, 4.800000,:

é@i% mﬁ%&iﬁgimg aswwres | smena o
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9 7 Rp. 4.261.855,- Rp. 3.700.000,- . - . Rp. 3.700.000,-
10, 6 Rp. 3.703.502,- Rp. 3.600.000,- - - Rp. 3.600.000,4
11. 5 Rp. 3.088.608,- Rp. 3.500.000,- - . - Ry 3,500,000,
12, 4 Rp. 1.830.548,- RBp. 3.400.000,- - - Rp. 3.400.000,-.
13. 3 Rp. 1.512.499,- Rp. 3.300.000,- - - Rp. 3.800.000, -
14, 2 Rp. 1.250.902,- Rp. 3.250.000,- - - Ry, 3.250.000,-
15, 1 Rp. 985.485,- Rp. 3.200.000,- - - Rp. 3.200.000,- -
V. DBESARAN TPP DOKTER SUB SPESIALIS PADA RSUD dr. SOEDARSO

TPP Berdazarkan Kriteria
. - . .. . Kelangkaan =
No. Kelas Basic TPP Bebar; }xez fa Prestasi Kerja Kondisi Kerja Profesi Hesaran TPP
Jabatan (79,7% ad e 1 - {1,9% &,d -
. . (%2 KKD x Basic el (77.6% s.d
323,4% x Basic 2,1% x Basic o .
TPP) TPF} TPP) 119,7% x Basic
PP

1 2 3 5 & 7 g
1. 15 Rp. 18.816.928,- | Rp. 15.000.600, . Rp. 390.000,- | Rp. 14.610.000,- | Rp. 30.000.00C,
2, 14 Rp. 14.325.050,- | Rp. 12.500.000,- - Rp. 296.000,- | Rp. 16.220.508,- | Fp. 29.016.508,-
3. 13 Rp. 12.856.885,- | Rp. 11.000.000,- - Rp. 264.000,- | Rp. 11.084.508,- | Rp. 22.318.808,-
4, 12 Rp. 10.280.368,- | Rp. 10.000.000,- - Rp. 212.000,- | Rp. 10:924.508,- | Bp. 21,138,504, .
5, 11 Rp. 7.948.000,- Rp. 9.500.000,- Rp. 164.000,- | Rp. 10.487.808,- | Rp. 20.151.508,-
6. 10 Rp. 6.913.547 - Hp. 7.200.000,- - REp. 143.000,- | Rp. 8.277.508,- Ep. 15.620.808,-
7. 9 Rp. 6.014.015,- Rp. 6.200.000, Rp. 124.000,- | Rp. 8.703.508,- Rp. 15.02%.508,-
V1. BESARAN TPP DOKTER SPESIALIS PADA RSUD dr, SOEDARSO

TPP Berdasarkan Kriteria
Kelas . Belban Kerja . e Kondisi Kerja Kelangkaan Basavan THF
Ne- | apatan Basic TPP (79,7% s.d (51 ?{&;éams;lgié?c (1,9% s,d Profesi
323,4% x Basic |\ PP 2,1% x Basic | (59% s.d 120,0%
TPP TPP) x Bagic TPP)

1 2 3 5 6 7 a
1. 15 Rp. 18.816.928,- | Rp. 15.000.000,- - Rp. 390.000,- | Rp. 12.978.000,- | Rp. 28.368.000,-
2. i4 Rp. 14.325,050,- | Rp. 12.500.000,- Rp. 206.000,- | Bp. 14.784,000,- | Rp. 27.550.000,-
3. 13 Rp. 12.856.885,- | Rp. 11.000.000,- - Rp. 264.000,- | Rp. 9.618.000,- | Rp. 20.888.000, .
4. 12 Rp. 10.280.368,- | Rp. 10.000.000,- - Rp. 212.000,- | Rp, 2488,000,~ | Ep. 19700000~
5. 11 Rp. 7.948.009,- Rp. 9.500.000,- - Ep. 164.000,- Rp. 9.051.000,- | Rp. 18.7156.000,

8. 10 Rp. 6.913.547,- Rp. 7.200.000,- - Rp. 143.000,- Rp. 6.841,000,- | Rp. 14.184.000,-°

7. o Rp. 6.014.015,- Rp. 6.200.000,- - Rp, 124.000,- Rp. 7.269.000,- | Rp. 13.593.000,- .
VIL. BESARAN TPP DOKTER SFPESIALIS PADA RSJ PROVINSI

TPP Berdasarkan Kriteria
Kelas . Beban Kerja § R , - . Kelanglkaan . -
No. Jabatan Basic TPP {79,7% s.d BP ; SSEE\S{,K&J? E{Qiclzsz;Kerja Profesi Bedaran TPP
. (% KEI x Bagic (% KKD x ‘o . :
323,4% x Basic e Basic TPP| {69% a.d 120,9%
TPP) % Basic TPR :

1 2 3 5 6 7 B
1. 15 Rp. 18.815.928,- | Rp. 15.000.000,- - . Rp. 13.080.000,- | Fp. 28.080.000. -

2, 14 Rp. 14.325.050,- | Rp, 12.500.000,- - - Rp. 14.800.000,- | Rp. 27.300.000,-

3. 13 Rp. 12.886.885,- | Rp. 11.000.000,- . Rp. 9.670.000,- | Bp. 20.670:000,-.

4, 12 Rp. 10.280.368,- | Rp. 10.000.000,- - - Fp. 9.500,000,- | Rp. 19.500.000,

5. 11 Rp. 7.948.,009,- Rp. 9.500.000,- - - Rp, 9.025,000,- | Rp. 18.828.000,-

6. 10 Rp. 5.9135.347,- Rp. 7.200.000,- Rp. 6,840,000, | Rp. 14,040,000,

7. 9 Bp. 6.014.015,- Rp. 5.200.000, - Rp. 7.255.000,~ | Rp. 13.455.000. .
VIIL.BESARAN TPP DOKTER SPESIALIS PADA UPT KLINIK UTAMA SUNGA] BANGKONG

TPP Berdasarkan Kriteria
Kelas . Beban Keria o P Kondisi Kerja Kelangkaan o
No- 1 jabatan Basic TPP {79, 7% s.d (Dl?rfﬁé;s;l;;e;ﬁc {1,9% s,d Profesi .. Besatan TPP
325,4% x Basic | © TPD) 2,1% % Basie | (69% sid 120,9% . :
TPP} % Basic TPP) .

1 2 3 5 G 7 . D
1. 158 Bp. 18.816.928,- | Rp. 15.000,600,- - Rp. 3¢0.000,- | Rp. 13.080.000, 1 Rp. 28470000, -

2. 14 Rp. 14.325.050,- | Rp. 12.500.000,- - Rp. 206.000,- | Rp. 14:800,000,- | Rp. 27.596.000,

3. 13 Rp. 12.856.885,- | Rp. 11.000.000,- - Rp. 264.000,- | Rp. 9.670.000,- | Rp. 20.934.000,7 | @

4, 12 Rp. 10.280.368,- | Rp. 10.000.000,- Rp. 212.000,- Rp. 9.500.000,- | Ep. 19.712.000,- ¢ -
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11

Rp. 7.948.009,-

Rp. 9.500.000,-

Rp. 164.000,-

Rp. 9.025.000,-

Ep, 18.689.000,-

10

Rp. 6.913.547,-

Rp. 7.200.000,-

Rp. 143,000,

Rp. 6,840.000,-

Rp.14.183.000,-

S

9

Rp. 6.014.015,-

Ry, 6.200.000,~

2p. 124,000,-

Rp. 7.255.000,

Rp. 13.579.000,

IX. BESARAN TPP SESUAI DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA BADAN PENDAPATAN

DAERAH
TPP Berdasarkan Kriteria
No. J;{g;?zn Basic TPP B[Zgg‘%hzrg{a Prestast Kerj% Koridi?i, Kerja Ke}il’;%é;ézan _ Besaran TFP
194% x Basie | (70 1{1;11:1»3;;% Basic g&“bf}?,g (% KKDx Basic

TP TPR} :
1 2 3 L 5 G 7 &
1. 15 Rp. 18.816.928,- | Rp. 8.640.000, - - Ep. 8.640.000,~
2. 14 Rp. 14.325.050,- Hp. 8.400.000,- - - - Rp. 8.4QU.GGD;=
3. 13 Rp. 12.856.885,- Rp. 6.360.000,- - . : Rp._(ﬁ.SﬁsO.GGO,m_
4, 12 Rp. 10.280.368,- | Rp. 6.000.000,- - - - Rp. 6.000.000,-
5. 11 Rp. 7.948.008,- | Rp. 5.700.000,- . - Rp. 8.700.000,-
5. 10 Rp. 6.913.547,- | Rp. 4.320.000,- - - - Rp. 4.320.000,-
7. 9 Rp. 6.014.015,- | Rp. 4.140.000,- . . - Rp. 4,140,000,
. 8 Rp. 4.833.700,- Rp. 2.400.000,- - - Rp. 2.400.000 -
9 7 Rp. 4.261.855,- | Pp. 2.220.000,- . - . Rp. 2.220.000,-
10. 6 Rp. 3.703.502,- Rp. 2.160.000,- - - Rp_. 2,160,000,
it 5 Rp. 3.088.608,- | Rp. 2.100.600,- . . . Rp. 2.100.600,~
12. 4 Rp. 1.830.548,- Rp. 2.040.000,- - - - Ep. 2.{}40.6_}{3(:1; e
13. 3 Rp. 1.512.4949,- Rp. 1.980.000,~ - - . Rp. 1.980.{3{}@}\» '.
14, ) Rp. 1.250.992,- | Rp. 1.950.000,- - R . Rp: 1.950.000,
15. i Rp. 989.485,- Rp. 1.920.000,- . . Rp. 1.920.000,<
X. BESARAN TPP BAGI PNS TUGAS BELAJAR

TPP Berdasarkan Kriteria
No. Jfgﬁzn Basic TPP Beban Kerja_ Prest_a_si Kerja: Kondisi Keria KG&‘I;%\:;&I} Resavan TEP -
(101,1% x Basic (%6 KKD x Basic (%o §_{KD X (% KKD x Basic

TPP} TPPR Basic TPP) TPP) _
1 2 3 o4 5 5 7 Y-
1. 1 Rp. 980.485- | Rp. 1.000.000,- § Rp. LOCO.000,~ .
X1, BESARAN TPP BAGI CPNS DAN PPPK

TPP Berdasarkan Kriteria _
No. J;i;ﬁ:n Bagic TPP Beban Kerja' Pre.;stasi Ketjg Kondj:v;i Kerja Keiil;‘?iﬁa.n o Besapran TP O
{20,2% » Rasic {% KKD x Basic (% KKD x (% KED x Basic - - -

TP} TPP} Basic TPP) TPP) - L
1 2 3 4 5 & L B :
1. 1 Rp. 989.485,- Rp, 200.600,- - . . Rp. 200.000,- -4

XIll. BESARAN TPP BAGI GURU PNS YANG BELUM MENERIMA TUNJANGAN PROFESI/SERTENKASI o

TPP Berdasarkan Kriteria _
No y Klf las Basic TPP Beban Kerja Prestasi Kerja Kondisi Kerja Kei?avn%;ia}an Besaran TP
abatan (50,5% % Basic % KKD x Basic (% KKD x % KK‘g X‘émc S
TPP) TPP Basic TPP) TEP)
i 2 3 7 5 G 7 8
1. 1 Rp. 985.485,- Rp. 500.000,- - - - Rp.-500.000,-

~GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
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PERATURAN @ﬁm@%wﬁﬁm W@ﬁ@@ﬂimﬁ mmwm mﬁw

NOMOR

TAHUN 2023 -

| Centoh Pormuliz Lapezan Aktivites Hexjs Pagawal

. .@@E&&Z G @E@bﬂ%ﬁ wuﬁzmwgmmﬁ% Tﬁ@bﬁbﬂ %%ﬁ@% SIPIL chmwg

m‘.@mﬁﬁ;& .&m.nm,m‘ﬁ.&wm m,mwmm.ub Mmﬁ%ﬂﬂﬁ
Wag Cnsurerarsian m.%

MAMA
HIP
JABATAN/KELAS JABATAN
BESAR JUMLAH
JAM BEKERJA PEMERIKSAAN WAKTU PERSENTASE DATA
. TUNJANGAN | TUNJANGAN
NO HARI URAIAN VOLUME | SATUAN WARTU JVALIDASI MAKSIMAL AKTIVITAS KERJA MAKSIMAL ANG PENDUKUNG
. B 1
JTANGGAL | AKTIVITAS KEGIATAN | HasiL, | PENYELESAIAN ATASAN 1510 menit x Kolom ((6/9) % AKTIVITAS
MULAS SELESAL {menit) o {FO% x DITERIMA
LANGSUNG el kerja 100%;) KERJA
Besaran TFP) | Kolom (9 = 10)
Fi 2 3 4 5 5 Fd 8 ] 10 iz iz i3 iq
ceenn. [Bencana Haesil Kerjs)
1.
2. Dast.
Catatan : Waktu Eerja Efekdf (WHKE) ) Per hasi = 510 menit
Jumlah Waktu Maksimal/Bulan = 510 menit x ... Harl kerja

Satuan Hasil | Kegiatan/Dokumen/Laporan/Berkas/ Lainnya

Yang membuat laporan,

(Pegawai yang bersangkutan)

£ GUBERNUR KALIMANTAN wgﬁm
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PERATURAN GUBERNUR mm%ﬁ?@ﬁzﬁﬁﬁ m%wwﬁ

o _._M&QEQW TAHUN mmmw
. ..%@Emﬁ?@ ngw»@mmwz PENGHASILAN wmmb»w%ﬁ b@@%&%@m mm&r ﬁﬂ@bg

' Contoh Format Daftar Hadir wmmmﬁﬁ

DAFTAR gmﬂ. %ﬁ@a BULAN..

m.pﬁ.%\w%%m\ mwmmm s
- HAMA : :
. .NIP.
JABATAN/KELAS JABATAN
BESAR
- y TUNJANGAN | BESAR
N, AR SAM SAM JUMLAH MENIT PERSENTASE JUMLAH TUNJANGAN PERFARL | POTONGAN
JTANGGAL | MASUK | PULANG PERSENTASE MAKSIMAL (Kolom KGLOM
KOLOM {7+8) | (30%xBesaran TPP) 10/ h ox11)
TERLAMBAT PULANG | TERLAMBAT PULANG kezja)
AWAL AWAL
1 2 3 4 3 & 7 =) ) 10 11 12
i
TOTAL POTONGAN
TPP MAKSIMAL | (30%:Besaran TPP]
TPP BERDASARKAN DISIPLIN KERJA = TPP MAKSIMAL - TOTAL POTONGAN

Rentang waktu dan Persentase pengurangan datang terlambat dan pulang lebih awal:

i s.d 30 menit : 0,5%
31 s.d 60 menit : 1%
61 s.d 20 menit 1 1,25%
Lebih dari 91 menit 1 1,5%

ooy

AGUBERNUR KALIMANTAN w%ﬂ%




- LAMPIRAN IV _
_%%ﬁ,mm% mammmmam w?%%ﬁz BARAT
© NOMOR ' TAHUN 2023
_ ..amzﬁzm ?gmmmwz @mzmgmwgz PEGAWAI mgmﬁdm SIPIL zmmmmm

; Gﬁwﬁ.@m DAFTAR g@mﬁbﬂ%ﬂ %&gwmﬁ% %ﬁ&@&%@wﬁ%

UNIT KERJA
BULAN
TAMBAHAN POTONGAN
TPP BERDASARKAN KRITERIA TPP HUKUMAN - JUMLAH
NAMA & JUMLAH DISIPLIN BPRJS TOTAL Pph BPRJS TWp POTONGAN JUMLAH
TPP TPP YANG .
NG KELAS (20% atau Kolom DIFERIMA TANDA
JABATAN POTAL | 15% x Total Kolom Kolom (9 x Kolom %ol (6 x 5% Kolom Kolom Kolom TANGAN
PEGAWAI | Beban | Prestasi | Kondisi Kelanghkaan TPP jabatan Persentase (9% 49%)| ~C 0T [ U EIO 11094 (9% 19%) (10+13+14%1 |
Kolom (7+8) (9 + 11)jatan 15%) Kolom {12-16}
Herja | Kerja Kerja Profesi yang Hukuman S)
(3+4+5+6) | dirangkap) Disiplin)
1 2 3 “ 5 & 7 & 9 10 11 12 i3 id 15 16 17 18
i b0 4
Menyetujui,
Kepala Perangkat Daerah Bendahara Pengeluaran

{ ) ( }
43UBERNUR KALIMANTAN BARAT, M




LAMPIRAN V

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2023 .
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA _

CONTOH PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN PENILAIAN CAPAIAN KINERJA PEGAWAI

¢ Keterangan Penilaian Aktivitas Kerja Pegawai :

Rumus = (Standar TPP x 70%) x (Waktu Penyelesaian Kerja : Waktu Efektif
Kerja Maksimal Pada Bulan.... x 100%)

Contoh perolelian besaran tambahan penghasilan pegawai berdasarkan peﬁil'aiaﬁ
Aktivitas Kerja pegawai pada bulan Maret (20 hari kerja = 10.200 Menit):
- Aktivitas Menit Kerja Pegawai bulan Maret 1 9.200 Menit

PNS A berada di kelas jabatan 5, dengan standar tambahan penghasilan pegawai
sebesar Rp. 3.500.000,-

Pada bulan Maret penilaian Produktivitas Kerja pegawai A = 9.200 menif,
jadi (9.200/10.200) x 100% = 90,2%, maka besaran tambahan penghasﬂan yang -
diperoleh PNS A, yaitu : (Rp. 3.500.000,- x 70%)} x 90,2% = Rp. 2 450 000,- x
90,2% = Rp. 2.209.900,-

° Heterangan Penilaian Disiplin Kerja:
Rumus = (Standar TPPx 30%) ~ Besaran Potongan Disiplin Kerja e

Penilaian kehadiran : S
- Besaran maksimal/bulan = Standar TPP x 30% = Rp. 3.500.000,- x 30% -
= Rp. 1.050.000,-

- Besaran malksimal/hari = besaran maksimal per bulan : jumlah mal{sunai han

kerja pada bulan Maret - :

=Rp. 1.050.000 : 20 = Rp. 52.500,-
- Terlambat tanggal 3 Maret = 45 menit (1%} = 1% x Rp. 52.500,- = Rp. 525 -
- Terlambat tanggal 13 Maret = 5 menit (0 ,0%) = 0,5% X Rp. 52. 500 Rp.263,+ _
- Terlambat tanggal 15 Maret = 3 menit (0,5%) = 0,5% x Rp. 52.500 = = Rp. 263 SRR
- Terlambat tanggal 16 Maret = 4 menit (0,5%) = 0,5% x Rp. 52. 500 = Rp 263 -
- Terlambat tanggal 22 Maret = 5 menit (0,5%) = 0,5% x Rp. 52.500 = = Rp. 263 b
- Terlambat tanggal 27 Maret = 5 menit (0, 5%) = 0,5% x Rp. 52.500 = Rg 263, T o
Besaran Potongan Disiplin Kerja = - Rp. 1, &ﬁ-{) Wi

Jumlah besaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja adalah sebesar : ’

= Rp. 1.050.000 - Rp. 1.840 = Rp. 1,048.160,-
Total TPP pada Bulan Maret sebesar Rp. 3.258.060- x 5% Pph = Rp, 162 9%3 “
Total yang diterima sebesar Rp. 3.095.157,- -

#GUBERNUR KALIMANTAN BARATg
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LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR

TAHUN

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh Surat Pernyataan Keterlambatan Masuk kerja dan/atau Pulang Cepat
Sehingga tidak melakukan presensi Dikarenakan Melaksanakan Tugas Kedinasan

Kepada

Yth. Kepala SKPD

di-
TEMPAT
1. Saya vang bertanda tangan dibawah ini :
- Nama :
- NIP :
- Jabatan
- Unit Kerja _
menyatakan bahwa pada Hari ................. , Tanggal ... saya
terlambat masuk bekerja dan/atau pulang cepat *), sehingga  tidak - :
melakukan perekaman sidik jari dikarenakan melaksanakan tugas -
kedinasan. o
2. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-sebenarnya.
e —— pereereniis yoiveanins , 200,
Mengetahui, Yang membuat pémysitaan,“
{ Atasan Langsung/Kepala SKPD ) { Pegawai vang bﬁ'r'sanékm‘an) Lo
NIP. NIP, : o s

“) coret yang tidak perlu

# GUBERNUR KALIMANTAN Bmig IO




